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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG IJA<RAH,  DENDA, DAN HUKUM  

PENGAMBILAN DENDA DALAM SEWA 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ija>rah  

1. Pengertian Ija>rah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak 

biasa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu 

bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah sewa menyewa, 

yang dalam fiqh Islam disebut ija>rah. Ija>rah merupakan salah satu 

kebutuhan dalam kehidupan manusia di dunia ini oleh karena itu Islam 

memberikan pedoman dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia 

terhadap masalah tersebut. Ija>rah menurut bahasa, berarti "upah" atau 

"ganti" atau "imbalan". Lafaz} ija>rah mempunyai pengertian umum yang 

meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu 

kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.1 

Secara terminologi, ija>rah adalah perjanjian atau perikatan 

mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau 

binatang.2 

                                                 
1 Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29. 
2 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422. 
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Ija>rah dapat juga diartikan sebagai akad pemindahan hak guna 

atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti 

pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.3 

Adapun pengertian ija>rah menurut pendapat Ibn Abidin adalah 

 تمَلِْكُ نَـفْعِ بِعِوَ ضٍ 
Artinya: "Memberikan kemanfaatan dengan suatu ganti pembayaran". 

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin yang dimaksud dengan ija>rah 

adalah: 

فَعَةِ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومًا قاَبلَِةً للِْبَدْلِ وَالإِباَحَةِ بِعِوَضٍ مَعٍلُوْمٍ   عَقْدُ عَلَى مَنـْ
Artinya: "Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, 

yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan 
ongkos yang diketahui". 

 
Dan menurut pendapat Asy-Syarbini al-Kh}atib yang dimaksud 

ija>rah adalah 

فَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ   تمَلِْكُ مَنـْ
Artinya: "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".4 

 
al-Ija>rah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. 

al-Ija>rah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, 

atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.5 

Menurut Sayyid Sabiq, al-ija>rah berasal dari kata al-ajru (الأجر ) 

yang berarti al-‘iwad} (العوض ) yang artinya ganti rugi. Oleh karena itu, al-

                                                 
3 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 
42. 
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114. 
5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228. 
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s\awab (الثواب ) yang artinya pahala dinamakan ajru (upah). Menurut 

pengertian syara’, ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat tersebut bisa berbentuk 

barang, karya, ataupun berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang 

mencurahkan tenaga seperti pembantu dan pekerja.6 

Ija>rah dapat diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), 

yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan 

sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang.7 Dalam arti luas, 

ija>rah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 

dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama 

artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual wujud 

benda itu sendiri.8 

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-ija>rah dibagi para ulama fiqh 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. al-ija>rah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, 

kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat 

yang diperbolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat 

menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa. 

b. al-ija>rah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. al-ija>rah seperti ini menurut 

                                                 
6 Sayyid Sabiq, Fiqh as- Sunnah (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), III: 177. 
7 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 122. 
8 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 29. 
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para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik. 

2. Landasan Hukum Ija>rah 

Ija>rah sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu 

manfaat. Kebolehan transaksi ija>rah didasarkan sejumlah keterangan al- 

Qur’an, hadith dan ijma>’ ulama. 

a. al-Qur’an  

Sebagaimana firman Allah SWT (QS. az-Zukhruf: 32) sebagai 

berikut: 

óΟ èδr& tβθ ßϑÅ¡ø)tƒ |MuΗ ÷q u‘ y7 În/u‘ 4 ß⎯ øtwΥ $oΨ ôϑ|¡ s% ΝæηuΖ ÷t/ öΝåκ tJt±Š Ïè̈Β ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 $ uΖ ÷èsùu‘ uρ 

öΝ åκ|Õ÷èt/ s− öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ x‹ Ï‚−Gu‹Ïj9 ΝåκÝÕ÷èt/ $VÒ ÷èt/ $wƒ Ì÷‚ ß™ 3 àM uΗ ÷qu‘ uρ y7 În/u‘ ×öyz $ £ϑÏiΒ 

tβθãèyϑøgs†   

Artinya:”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian 
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. 
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.9 

 
Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah 

apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan 

manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat 

disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. 

Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini 

                                                 
9 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, , (Semarang: CV. Mizan Asy Syifa’, 2000), 
390. 
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menjadikan mereka saling tolong menolong dan butuh membutuhkan. 

Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong menolong dan butuh 

membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa atau 

ija>rah.10 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Baqarah 233), 

sebagai berikut: 

ßN≡t$ Î!≡ uθø9 $#uρ z⎯ ÷èÅÊ öãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦÷, s! öθ ym È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ%x. ( ô⎯yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπ tã$|Ê§9$# 4 ’n?tãuρ 

ÏŠθ ä9öθ pRùQ $# … ã& s! £⎯ßγ è%ø— Í‘ £⎯åκ èEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρã÷èpR ùQ $$Î/ 4 Ÿω ß# ¯= s3è? ë§øtΡ ωÎ) $yγ yèó™ãρ 4 Ÿω §‘ !$ŸÒè? 8ο t$ Î!≡uρ 

$yδÏ$ s! uθÎ/ Ÿωuρ ×Šθä9 öθtΒ …çμ©9 ⎯Íν Ï$ s!uθ Î/ 4 ’n?tãuρ Ï Í̂‘# uθ ø9$# ã≅÷V ÏΒ y7Ï9≡sŒ 3 ÷βÎ*sù # yŠ# u‘ r& »ω$ |ÁÏù ⎯ tã 

<Ú# ts? $uΚåκ÷] ÏiΒ 9‘ ãρ$ t±s?uρ Ÿξsù yy$oΨã_ $yϑÍκ ö n= tã 3 ÷βÎ)uρ öΝ›?Š u‘ r& βr& (#þθ ãèÅÊ÷tIó¡ n@ ö/ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& Ÿξsù 

yy$ uΖã_ ö/ ä3ø‹n= tæ # sŒÎ) ΝçF ôϑ̄= y™ !$ ¨Β Λä⎢ø‹s?# u™ Å∃ρá÷èpR ùQ $$ Î/ 3 (#θà)¨?$# uρ ©! $# (#þθ ßϑn= ôã$#uρ ¨βr& ©!$# $ oÿÏ3 tβθ è= uΚ÷ès? 

×ÅÁ t/   
  

Artinya: ”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 
Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan”.11 

 
Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan‚ ‘apabila 

kamu memberikan pembayaran yang patut’. Ungkapan tersebut 

menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar 

upah secara patut.12 

                                                 
10 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563. 
11 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya…, 29. 
12 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah… , 236. 
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Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. Sebagai 

mana fiman Allah SWT dalam  al-Qur'an (QS. al-T{a>laq: 6) sebagai 

berikut: 

£⎯ èδθ ãΖ Å3ó™ r& ô⎯ÏΒ ß] ø‹ym Ο çGΨ s3y™ ⎯ÏiΒ öΝ ä.Ï‰ ÷` ãρ Ÿωuρ £⎯ èδρ•‘ !$ŸÒ è? (#θà)ÍhŠ ŸÒ çGÏ9 £⎯ Íκö n= tã 4 βÎ)uρ £⎯ ä. 

ÏM≈s9 'ρé& 9≅÷Η xq (#θ à)ÏΡr' sù £⎯ Íκö n= tã 4© ®Lym z⎯ ÷èŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4 ÷βÎ* sù z⎯÷è|Êö‘ r& ö/ ä3s9 £⎯ èδθ è?$t↔ sù 

£⎯èδu‘θ ã_ é& ( (#ρãÏϑs? ù&uρ / ä3uΖ ÷ t/ 7∃ρ ã÷èoÿ Ï3 ( βÎ)uρ ÷Λän÷| $yès? ßìÅÊ÷äI|¡sù ÿ… ã& s! 3“ t÷z é&   
  

Artinya:”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 
Maka berikanlah kepada mereka upahnya”13 

 
Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jasa penyewaan 

adalah sebagaimana firman Allah dalam (QS. al-Qas}as: 26) sebagai 

berikut: 

ôMs9$s% $ yϑßγ1y‰ ÷nÎ) ÏMt/ r' ¯≈ tƒ çν öÉfø↔ tGó™ $# ( χ Î) uöyz Ç⎯ tΒ |Nöyf ø↔tGó™ $# ‘“Èθ s)ø9$# ß⎦⎫ ÏΒF{$#   
 

Artinya:”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". 

 
Ayat di atas menjelaskan untuk mengambil seorang yang paling 

baik dan dapat dipercaya. Jadi dalam al-Quran sendiri juga telah 

dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan ija>rah.14 

 

 

                                                 
13 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya…, 310. 
14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 
2001), 118. 
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b. As-Sunnah  

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jasa penyewaan 

adalah dari hadits dari HR Ibnu Majah: 

 

رَ اَجْرَهُ قَـبْلَ انَْ يجَِفَّ عَرَقهُُ  رواه ( عَنِ ابِْنِ عُمَرَقاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ ص .م. اعَْطوُْ اْلاَجِيـْ
 )ابن ماجه

  
Artinya:”Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: 

Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering 
peluhnya.15 

 
Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jasa penyewaan 

adalah dari hadits dari HR Imam Bukhari:  

  
الَّذِيْ حَجَمَهْ اجُْرَهُ, وَلَوكَْاَنَ عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ قاَلَ : اِحْتِجَمَ رَسُوْلُ االلهِ ص.م. وَاعَْلى 

  حَرَامًا لمَْ يُـعْطِهِ (رواه البخاري)
Artinya:”Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 

berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu 
upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak 
memberikannya.”(Riwayat Imam Bukhari).16 

 
c. Landasan ijma>’ 

Mengenai disyari'atkannya ija>rah, umat Islam pada masa shahabat 

teleh ber-ijma>' bahwa ija>rah dibolehkan sebab bermanfaat bagi 

manusia.17 

Mengenai disyariatkannya ija>rah, semua umat bersepakat tidak 

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma>’ ini. Sekalipun 
                                                 
15 Muhammad, Nashirudidin al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah Terj. Ahmad Taufiq 
Abdurraman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 420. 
16 Zaki al-Din abd. A’zim al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim Terj. Syinqithy Djamaluddin, 
H.M. Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), 567. 
17 Rochmat Syafei, Fiqh Muamalah..., 124. 
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ada beberapa orang yang di antara mereka berbeda pendapat tentang 

hal itu tetapi tidak dianggap.18 

Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar 

al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan al-Basri, al-Qasyami, Nahrawi dan 

Ibnu Kaisan beralasan bahwa ija>rah adalah jual beli kemanfaatan, yang 

tidak dapat dipegang (tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat 

dikategorikan sebagai jual beli. Di dalam menjawab pandangan ulama 

yang tidak menyepakati  ija>rah  tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat 

bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat 

pembayaran menurut kebiasaan adat. 

3. Rukun dan Syarat Ija>rah 

a. Rukun Ija>rah 

Ulama  Hanafiyah  berpendapat bahwa rukun  ija>rah  adalah  ijab  

dan  qabul, antara lain dengan menggunakan lafadz:  al-Ija>rah,  al-

isti’ja>r  dan al-Ikra.  

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ija>rah ada empat, yaitu: 

1. Pihak yang berakad, terdiri dari  a>jir  (pemilik yang menyewakan 

manfaat) dan musta’jir (pihak lain yang memberikan 

sewa/penyewa). 

2. Sighat akad, yaitu ijab dan qabul (serah terima) dari kedua belah              

pihak. 

3. Ujrah (imbalan atau upah) yang disepakati. 

                                                 
18 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,…, 123. 
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4. Ma’jur atau Obyek sewa berupa sesuatu yang bermanfaat. Dalam  

perjanjian kerja yang menjadi obyek sewa berarti barang atau 

tenaga kerja.19 

Untuk  obyek atau barang yang disewakan, di haruskan sebagai 

berikut;  

1) Hendaknya barang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan  upah-

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa) 

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan) 

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal  ‘ain  (zat)nya  hingga 

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.20 Adapun  

untuk  terbentuknya akad di atas, kedua pihak yang berakad  

disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat 

membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak 

kecil yang belum dapat  membedakan, maka akad menjadi tidak 

sah. Imam Syafi’i dan Hambali  menambahkan satu syarat lagi, 

                                                 
19 Ibid ..., 125 
20 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 118 
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yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah 

dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.21 

b. Adapun syarat sahnya ija>rah adalah sebagai berikut: 

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-

menyewa,  maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu 

terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. 

Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisa’ayat 29:  

$ yγ •ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (# þθ è= à2ù' s? Νä3s9≡ uθøΒ r& Μà6oΨ ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ HωÎ) βr& šχθ ä3s? 

¸ο t≈ pgÏB ⎯tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθ è= çFø)s? öΝ ä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ $ VϑŠ Ïmu‘  

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu,Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”.22 

 
2. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan yaitu 

barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa 

sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang 

sewa yang diperjanjikan. 

3. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. 

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan 

dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya 

(kegunaan) barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat 

                                                 
21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 13, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung:’ PT 
Alma’arif,1987), 11.  
1987), 11 
22 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya…, 65. 
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digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-

menyewa itu dapat dibatalkan. 

4. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang 

diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai 

dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu obyek yang baru 

akan ada (baru rencana dibeli) dan obyek yang rusak tidak dapat 

dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang 

yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak 

penyewa. 

5.  Kemampuan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan 

dalam agama atau syara’. Perjanjian sewa-menyewa barang yang 

kemanfaatannya tidak diperoleh dari ketentuan hukum Islam 

adalah tidak sah dan wajib  untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian 

sewa-menyewa rumah yang akan digunakan untuk kegiatan 

perjudian atau menjual minuman keras, demikian juga memberikan 

uang kepada tukang ramal.23 

4. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak  

Dengan adanya akad tertentu akan  menimbulkan hak dan 

kewajiban terhadap kedua belah pihak yang berakad. Hak dan kewajiban 

itu timbul setelah adanya kesepakatan (i>ja>b qabu>l) terhadap sesuatu yang 

diperjanjikan. Adapun yang menjadi kewajiban pihak pemberi jasa atau 

pekerja (a>jir) dengan adanya hubungan hukum itu adalah: 
                                                 
23 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1996), 53-54. 
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a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan itu 

merupakan pekerjaan yang khas. Namun pekerjaan itu bisa diwakilkan 

apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang umum, tetapi dengan 

syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang 

diperjanjikan. antara musta’jir dengan a>jir (pihak pertama). 

b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. 

c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti. 

d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan  kepadanya untuk  

dikerjakannya, sedangkan apabila bentuk pekerjaan itu berupa urusan, 

maka wajib mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.  

e. Mengganti kerugian apabila ada barang yang rusak. Dalam hal ini 

apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau 

kelengahannya. Sedangkan hak-hak pemberi jasa atau pekerja (a>jir)  

yang wajib dipenuhi.24 Sedangkan hak-hak pemberi jasa atau pekerja 

(a>jir)  yang wajib dipenuhi  oleh pemberi pekerjaan atau penyewa 

(musta’jir) adalah: 

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 

2. Hak atas upah atau pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan. 

                                                 
24 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 13…, 156. 
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4. Hak atas jaminan sosial. Terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya 

yang  dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan. Kemudian 

yang menyangkut hak dan kewajiban penyewa atau musta’jir  adalah 

kebalikan dari hak dan kewajiban  a>jir  /pekerja sebab sifat perjanjian 

kerja itu harus timbal balik atau dengan kata lain, dengan adanya 

perjanjian kerja itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak. Bagi majikan kewajiban utamanya adalah  membayar 

upah kepada pekerja sebagai akibat adanya perjanjian kerja. 

 Kewajiban majikan yang lain berdasarkan peraturan yang ada 

selain membayar upah kepada pekerja tersebut ialah bahwa majikan 

sebagai akibat perjanjian kerja berkewajiban mengadakan pengaturan 

pekerjaan, menetapkan tempat kerja, menentukan macam pekerjaan, 

menetapkan waktu/lamanya pekerja melakukan pekerjaan, dan 

sebagainya.25 

Sedangkan hak majikan dengan adanya perjanjian kerja itu adalah  

menuntut pihak pekerja agar ia melakukan pekerjaan dengan baik sesuai 

dengan  apa yang diperjanjikan. Majikan juga berhak untuk 

mempekerjakan pekerja ditempat pekerjaan sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki pekerja.26 

 

                                                 
25 Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 14 
26 Ibid…, 15 
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5. Akibat Hukum dan Berakhirnya Ija>rah 

a. Sifat ija>rah Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad  ija>rah  

bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara 

sepihak apabila  terdapat  uzur  seperti meninggal dunia atau tidak 

dapat bertindak secara  hukum seperti gila. Akan tetapi, jumhur ulama 

berpendapat bahwa akad. Akibat Hukum dan Berakhirnya ija>rah 

b. Sifat ija>rah Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad  ija>rah  

bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara 

sepihak apabila terdapat  uzur  seperti meninggal dunia atau tidak 

dapat bertindak secara hukum seperti gila. Akan tetapi, jumhur ulama 

berpendapat bahwa akad ija>rah itu bersifat mengikat, kecuali ada 

cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Akibat perbedaan 

pendapat ini dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. 

Menurut ulama Mazhab Hanafi apabila salah seorang meninggal 

dunia, maka akad ija>rah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat 

diwariskan kepada ahli waris. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan 

bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh 

sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan 

akad al-ija>rah.27 

6. Hukum dan Pembagian Ija>rah  

Hukum  ija>rah  sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, 

dan  tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan, sebab  

                                                 
27 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2003), 236. 
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ija>rah  termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. 

Adapun hukum  ija>rah  rusak, menurut ulama Hanafiyah jika penyewa  

telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang  

bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.28 

Ija>rah  terbagi menjadi dua, yaitu  ija>rah  terhadap benda atau 

sewa-menyewa, dan  ija>rah  atas pekerjaan atau upah-mengupah. Hukum 

yang terkait dengan keduanya dapat diterangkan secara singkat sebagai 

berikut: 

a. Hukum Sewa-menyewa  

Dibolehkan ija>rah atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan 

lain-lain,  tetapi dilarang ija>rah terhadap benda-benda yang 

diharamkan.  

b. Hukum Upah-mengupah 

Upah-mengupah atau  ija>rah  ‘ala al-a’mal, yaitu jual beli jasa, 

biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, 

membangun rumah, dan lain-lain. ija>rah  ini terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Ija>rah Khusus 

Yaitu  ija>rah  yang dilakukan oleh seorang pekerja. 

Hukumnya, orang  yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan 

orang yang telah  memberinya upah. 
                                                 
28 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,…, 131. 
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2. Ija>rah Musytarikah 

Yaitu  ijar>ah  dilakukan secara bersama-sama atau melalui 

kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang 

lain.29 

7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa  

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ija>rah akan berakhir 

apabila: 

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad  ija>rah  telah  berakhir. Apabila 

yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, 

dan apabila yang disewa itu adalah jasa  orang, maka ia berhak menerima 

upahnya. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh. 

c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena 

akad  ija>rah  menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut 

jumhur ulama akad  ija>rah  tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang 

berakad,  karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan  ija>rah  sama 

dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. 

d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada  uzur  dari salah satu pihak, seperti 

rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka 

akad  ija>rah  batal.  Uzur-uzur  yang membatalkan akad  ija>rah  yaitu, 

menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh bangkrut, dan 

                                                 
29 Ibid…, 131-134 
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berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali 

sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk  desa itu pindah ke 

desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan 

akad  ija>rah  itu hanyalah apabila obyeknya  mengandung cacat atau manfaat 

yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran, dan dilanda banjir. Pada 

dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, 

di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak 

mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian 

termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak 

meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal 

obyek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Meskipun demikian, tidak 

menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada 

alasan dasar yang kuat untuk itu.30 

e. Pengembalian Barang Sewaan Jika  ija>rah  berakhir, penyewa berkewajiban 

mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat 

dipindah, penyewa wajib menyerahkannya kepada pemilik barang. Dan jika 

berbentuk barang tidak bergerak seperti rumah, pemyewa berkewajiban 

menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong atau tidak ada 

harta si penyewa. Penganut mazhab Hambali, ketika ija>rah telah berakhir 

penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada keharusan untuk 

mengembalikan untuk menyerahterimakan seperti barang titipan, karena 

ija>rah merupakan akad yang tidak menuntut jaminan.31 

 

                                                 
30 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah,…, 237. 
31 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah…, 30. 
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B.  Istinba>t{ Hukum 

1. Pengertian Istinba>t{ Hukum 

Dilihat dari sudut etimologi istinba>t{ berasal dari kata nabt atau 

nubut dengan kata kerja nabata, yanbutu, yang berarti "air yang mula-

mula keluar dari sumur yang digali". Istinba>t{ hukum adalah cara yang 

teratur yang terdiri dari susunan-susunan yang diatur sedemikian rupa 

untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyelesaikan suatu masalah 

berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah untuk menggali dan 

menetapkan hukumnya suatu peristiwa atau kejadian yang belum 

diketahui dasar hukumnya yang jelas.32 

Dasar Istinba>t{ Hukum identik dengan istilah ijtihad dalam usul 

fiqh. Adapun landasan dasar ijtihad adalah: 

a. al-Qur'an 

$pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (# þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í öΔF{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λ ä⎢ôãt“≈ uΖ s? 

’Îû &™ó© x« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz 

ß⎯|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρù's?    

Artinya: "Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-
Nya, dan orang-orang memegang kekuasaan (ulil amri) 
diantara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah (jiwa al-
Qur'a>n) dan Rasul (jiwa sunnah Nabi)". (QS. An-Nisa>’: 
59).33 

 
 
 

                                                 
32 Kafrawi Ridlwan, Ensikopedi Islam, (Jakarta: Gramedia, 1993), 280. 
33 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya…, 69. 
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b. As-Sunnah 

ثَنيِ يزَيِدُ بْنُ عَبْ  وَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّ ثَـنَا حَيـْ ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يزَيِدَ الْمُقْرئُِ الْمَكِّيُّ حَدَّ دِ حَدَّ
أَبيِ قَـيْسٍ مَوْلىَ اللَّهِ بْنِ الهْاَدِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ الحْاَرِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 

عَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنََّهُ  سمَِ
 هُ أَجْرٌ إِذَا حَكَمَ الحْاَكِمُ فاَجْتـَهَدَ ثمَُّ أَصَابَ فَـلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتـَهَدَ ثمَُّ أَخْطأََ فَـلَ 

ثَنيِ أبَوُ سَلَمَةَ  قاَلَ فَحَدَّثْتُ đِذََا الحَْدِيثِ أبَاَ بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَـقَالَ هَكَذَا حَدَّ
رٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَقاَلَ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبيِ بَكْ 

 نْ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثـْلَهُ عَ 
Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid 

almuqri' almakki telah menceritakan kepada kami Haiwa 
bin Syuraikh telah menceritakan kepadaku Yazid bin 
Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin 
Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak 
Amru bin 'Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim 
mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka 
ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, 
lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." Kata 
'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin 
Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah 
bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu 
Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al Muththalib dari Abdullah 
bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya." 
(HR.Bukhari – no. 6805) 

 
c. Dalil Aqli (Rasio) 

Agama Islam merupakan agama yang terakhir yang akan 

berlaku sepanjang masa, sedangkan kejadian-kejadian yang dihadapi 

cukup banyak dan akan terus bermunculan dan semua peristiwa itu 

memerlukan ketentuan hukum. Untuk mengatasi kesulitan dalam 
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menetapkan hokum mengenai suatu peristiwa maka harus ada jalan 

keluarnya yaitu ijtiha>d.34 

2.  Metode Qiyasi (qiya>s) 

a. Pengertian qiya>s 

Qiya>s (analogi) menurut fuqaha adalah menyamakan sesuatu 

peristiwa yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada 

hukumnya.35 

b. Rukun Qiya>s 

Berdasarkan definisi qiya>s di atas maka rukun qiya>s ada 4 macam 

yaitu: 

1) al-As}l  (الأصل) 

Al-As}l adalah sumber hukum yang berupa nas}-nas} yang 

menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber 

hukum.36 

2) al-Far'  ( ُالَْفرَْع) 

l-Far' adalah topik atau kasus tertentu yang hendak dicari 

ketentuan hukumnya yang tidak ditentukan hukumnya dalam 

nas}.37 

 

 

 
                                                 
34 M. Ali Hasan, Perbandingan Maz|hab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 26. 
35 Ibid., 40. 
36 30 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: IKAPI, 1991), 351. 
37 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 101. 
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3) al-Hukm  ( ُالَْحُكْم) 

Al-Hukm adalah hukum ketetapan nas}s}, baik al-Qur'an 

maupun hadith|, atau hukum ketetapan ijma>' yang hendak 

ditransfer pada kasus-kasus hukum baru karena adanya unsur 

persamaan. 

4) al-'Illat  ( ُالَعِلَّة) 

Al-'Illat adalah sebab hukum yang dipahami oleh ulama 

dari nas}, apakah 'illat itu terdapat dalam nas} secara eksplisit 

ataukah ia didapatkan setelah melakukan penelitian yang 

mendalam. 

c. Macam-macam Qiyas 

  Qiyas dilihat dari segi tingkatannya terbagi menjadi 3 bagian 

yaitu: 

1) Qiya>s Aulawi, yaitu tujuan penetapan yang menjadi 'illat hukum 

terwujud dalam kasus furu' lebih kuat dari 'illat hukum dalam 

hukum asal. 

2) Qiya>s setara, yaitu sifat hukum yang dianggap sebagai 'illat 

dalam kasus hukum furu' sama kuatnya dengan 'illat dalam 

hukum asal. 

3) Qiya>s naqis}, yaitu dimana wujud 'illat dalam hukum furu' kurang 

tegas. Akan tetapi hal ini bukan berarti menolak teori 'illat 
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hukum, sebab untuk memahami nas} hukum secara tepat, harus 

mengetahui 'illat hukumnya pula.38 

3. Metode Istis}lah} / Mas}lah}ah al-mursalah 

Istis}lah} atau mas}hlah}ah mursalah adalah suatu upaya penetapan 

hukum didadasarkan atas kemashlahatan, yang kendati tidak terdapat 

didalam nas}s} ataupun ijma>', tidak ada pula penolakan atasnya secara 

tegas, tetapi kemashlahatan ini didukung oleh dasar syari'at yang bersifat 

umum dan pasti sesuai dengan maksud syara'.39 

a. Mas}lah}at Mu'tabarat 

Mas}lah}at mu'tabarat adalah mas}lah}at yang didukung oleh dalil 

untuk memeliharanya. Mas}lah}at mu'tabarat memiliki tiga tingkatan 

yaitu mas}alih} dharuriyyat (primer), mas}alih} hajiyyat (sekunder), 

mas}alih} tahsiniyyat (tersier). 

b. Mas}lah}at Mu'ghat 

Mas}lah}at mu'ghat adalah kemashlahatan yang diabaikan oleh 

sya>ri' (ulama). Mas}lah}at yang diabaikan ini adalah suatu pendapat 

yang oleh ulama tertentu dipandang memiliki kegunaan karena 

dihubungkan dengan situasi psikososial pelaku sedangkan setelah itu, 

psikososial pelaku sudah berubah. 

 

 

                                                 
38 Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqih, (Jakarta: IKAPI, 1991), 380. 
39 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani, (Jakarta: Logos, 1999), 33. 
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c. Mas}lah}at Mursalat 

Mas}lah}at mursalat adalah mas}lah}at-mas}lah}at yang bersesuaian 

dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber 

dalil yang khusus. 

Imam Ma>lik adalah imam maz|hab yang menggunakan dalil 

mas}lah}at mursalat. Untuk menerapkan dalil ini, imam Malik mengajukan 

tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:40 

a. Adanya persesuaian antara mas}lah}at yang dipandang sebagai sumber 

dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan 

adanya persyaratan ini, berarti mas}lah}at tidak boleh bertentangan 

dengan dalil yang qat}'i. akan tetapi harus sesuai dengan mas}lah}at-

mas}lah}at yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i. 

b. Mas}lah}at itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai 

dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada 

kelompok rasionalis akan dapat diterima. 

c. Penggunaan dalil mas}lah}at ini adalah dalam rangka hilangkan 

kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya mas}lah}at 

yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan 

mengalami kesulitan. 

Imam Malik berpendapat bahwa mas}lah}at dapat diterima dan 

dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas. 

                                                 
40 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, 427. 
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Sebab pada hakekatnya, keberadaan mas}lah}at adalah dalam rangka 

merealisasikan maqasid as-Syar'i, meskipun secara langsung tidak 

terdapat nas} yang menguatkannya. 

Ulama Hanafiyah tidak menjadikan istis}lah} sebagai hujjah, dan 

mereka tidak menjadikan sebagai dalil syara'. Imam Hanafi tidak 

menganggap mas}lah}at mursalat sebagai sumber hukum yang berdiri 

sendiri, dan memasukkannya kedalam bab qiya>s. Jika di dalam suatu 

mas}lah}at tidak ditemukan nas} yang bisa dijadikan acuan qiya>s, maka 

mas}lah}at tersebut diangap batal, tidak diterima. 

Adapun alasan-alasan Imam Hanafi tidak memakai dalil mas}lah}at, 

dapat teringkas ke dalam empat hal sebagai berikut: 

a. Mas}lah}at yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada 

salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung 

mencari keenakan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip 

syari'at Islam. 

b. Mas}lah}at andaikan dapat diterima (mu'tabarah), ia termasuk ke 

dalam kategori qiya>s dalam arti luas (umum); andaikan tidak 

mu'tabarah, maka ia tidak tergolong qiya>s. 

c. Mengambil dalil mas}lah}at tanpa berpegang pada nas}s} terkadang akan 

berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari'at dan 

tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil mas}lah}at, 

sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja yang lalim. 
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d. Seandainya kita memakai mas}lah}at sebagai sumber hukum pokok 

yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya 

perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan 

pendapat perorangan dalam satu perkara. 

Meskipun demikian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sandaran 

istis}lah} itu ada 4 yaitu: (a). Istih}sa>n yang disandarkan pada adat (al-'U<rf), 

(b) Istih}sa>n yang disandarkan pada darurat (al-Dharurat), dan (c) Istih}sa>n 

yang disandarkan pada mas}lah}at. Dengan kata lain, istis}lah} dalam 

pandangan ulama Hanafiyah tidak termasuk dalil pokok, tetapi tercakup 

oleh dua dalil penting dalam fiqih mereka, yaitu al-Istih}sa>n dan al-'U<rf. 

Pada masa awal terbentuknya hukum Islam, dikenal adanya dua kubu 

pengembang pemikiran hukum Islam, yaitu kubu Irak dan kubu Hijaz. 

Tokoh utama kubu Irak adalah Imam Abu> Hani>fah, dan tokoh utama 

kubu Hijaz adalah Imam Malik. Para ulama kubu Irak dikenal dengan 

sebutan ahl al-Ra'y, sedangkan para ulama kubu Hijaz dikenal sebagai 

ahl al-Hadis}. Kalangan ahl al-Ra'y sesungguhnya tidak hanya 

menggunakan qiya>s yang merupakan bentuk penggunaan rasio dengan 

cara analogis ilmiah secara ketat, tapi mereka juga menggunakan analogi 

yang longgar dan lebih luas dalam hubungan inilah lahirnya konsep 

istih}sa>n. Istih}sa>n berarti berpaling dari satu hasil qiya>s lain pada hasil 

qiya>s lain yang lebih kuat. Dalam rangka mencari yang terbaik (istih}sa>n), 

mujtahid beralih dari hasil qiya>s pertama kepada hasil qiya>s yang kedua, 

karena menurutnya, hasil kedua lebih realistis dan sesuai dengan 
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tuntutan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istih}sa>n 

berada dalam ruang lingkup kajian qiya>s hanya saja lingkup kajian 

istih}san lebih luas dan menyeluruh dengan melihat berbagai 'illat, serta 

mengambangkan alternatif asal yang bervariasi, sehingga dapat 

mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih lanjut mana 

diantaranya yang lebih kuat, dengan melihat pada kepentingan 

sosiologis.41 Definisi istih}sa>n dalam pandangan maz|hab Hanafi adalah 

penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang 

menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-

masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang 

menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Golongan Hanafi 

membagi istih}sa>n menjadi dua macam yaitu: 

a. Istih}sa>n qiya>s, yaitu apabila di dalam suatu masalah terdapat dua 

sifat yang menuntut diterapkan dua qiyas yang saling bertentangan. 

Sifat yang pertama jelas (z}a>hir) lagi mudah dipahami, dan inilah yang 

disebut qiya>s istila>hi. Sedangkan sifat yang kedua samar (khafi) yang 

harus dihubungkan dengan sumber hukum (asl) yang lain, dan ini 

kemudian yang dinamakan istih}sa>n. 

b. Istih}sa>n yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara qiyas dan 

dalil-dalil syar'i lain. Istih}sa>n bagian kedua ini ialah meninggalkan 

penerapan ndalil qiyas karena bertentangan dengan ketetapan dalil 

syar'i atau prinsip umum (as}l kully). Dilihat dari segi dalil lain yang 

                                                 
41 M. Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Perada Press, 2007), 109. 
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bertentangan, istih}sa>n ini terbagi menjadi 3 macam yaitu istih}sa>n 

sunnah, istih}sa>n ijma>' dan istih}sa>n d}arurat. 

Istih}sa>n sunnah adalah istih}sa>n yang disebabkan oleh adanya 

ketetapan sunnah yang mengharuskan meninggalkan dalil qiya>s pada 

kasus yang bersangkutan. 

Istih}sa>n ijma>' adalah istih}sa>n yang meninggalkan penggunaan dalil 

qiya>s karena adanya ijma>' ulama yang menetapkan hukum yang berbeda 

dari tuntutan qiya>s. 

Istih}sa>n d}arurat adalah istih}sa>n yang disebabkan oleh adanya 

keadaan terpaksa dalam suatu masalah yang mendorong seorang 

mujtahid untuk meninggalkan dalil qiya>s. Demikianlah istih}sa>n menurut 

maz|hab Hanafi, dimana maudu'nya (obyeknya) sebenarnya tidak keluar 

dari nas}-nas} syar'i. Sebab pada dasarnya menurut Abu Hanifah, istih}sa>n 

bersandar pada dalil qiya>s, ats|ar, ijma>' atau 'urf yang dipandangnya 

sebagai salah satu dari dalil-dalil syar'i diluar nas}, sebagaimana pula 

bersandar pada d}arurat. 

C. Denda menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Ta’zir 

هَاالبِ جَريمِْةَِلمَْ يأَْتِ اإِرتِْكَ  ىعَلَ  الْمَفْرُوْضَةُ  تـَعْزيِْـرُهُوَ الْلعُقُوْبةُ لاَ  دَةٍ عَلَيـْ  شَّارعُِ بِعُقُوْبةَِ محَُدُّ
Artinya:”Ta’zir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya 

kesalahan, dimana pemberi syari’at tidak menentukan 
hukumannya secara tertentu.42 

 

                                                 
42 Rawwas Q, Ensiklopedi Fiqh Umar Bim Khattab ra, (Beirut: Dar al fikr, Tt), 578.   
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 Ta’zir menurut terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif 

terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsi hadd dan 

kiffaratnya. Atau dengan kata lain, ta’zir adalah hukuman yang bersifat 

edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau 

pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh 

syari’at atau kepastian hukumannya belum ada.43 

 Dasar hukum ta’zir yang dijadikan rujukan dalam buku al-Ahkam 

Sultoniyah karya Mawardi adalah Hadith Rasulullah SAW yaitu:  

لُوذَاوَُى الهْيَأَتِ كَشْرَاēِِمُ    أقُِيـْ
Artinya:”Di isyaratkan ta’zir itu kepada yang mempunyai wibawa serta 

hukuman ringan atas kesalahan itu.” 
 
 

 Dalam hal ini seseorang yang terbiasa dalam melakukan suatu 

perbuatan dosa dengan seseorang yang wibawa atau melakukan perbuatan 

dosa karena suatu keteledoran maka terdapat pula perbedaan hukuman 

yang dikenakan terhadap pelaku tersebut. 

 Fathi al-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damascus, Suriah, 

mengemukakan definisi ta’zir. “Hukuman yang diserahkan kepada 

penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan 

kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara’ dalam menetapkan 

hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa 

meninggalkan perbuatan yang wajib atas perbuatan yang dilarang, yang 

semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang 

                                                 
43 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158. 
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berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap 

masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang 

berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.44 

2. Pembagian Ta’zir 

Ulama fiqh membagi ta’zir kepada dua bentuk, yaitu: 

a. Al-ta’zir ‘ala> al-ma’a>si (ta’zir terhadap perbuatan maksiat) 

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud dengan maksiat adalah 

melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara’ dan 

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara’. Perbuatan ini tidak 

saja yang menyangkut hak-hak Allah SWT, tetapi juga yang 

menyangkut hak-hak pribadi. 

b. Al-ta’zir li al-maslah{ah al-‘a>mmah (ta’zir untuk kemaslahatan umum) 

Menurut  kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip jarimah ta’zir 

tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan 

tetapi, syari’at Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) 

menetapkan bentuk jarimah ta’zir lain apabila kemaslahatan umum 

menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, jarimah ta’zir 

yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu 

sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat 

perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait 

dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan 

masyarakat dan negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh 
                                                 
44 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II, (Semarang: Toha Putra, 1988), 1771.  
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perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan 

hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori ta’zir.45 

3. Jenis-jenis Hukuman Ta’zir 

Menurut ulama fiqh ta’zir bisa berbentuk hukuman yang paling 

ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau mempermalukan 

terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. 

Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan 

atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan 

hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman 

penahanan, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.46 

4. Hukuman Denda 

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam jarimah ta’zir 

terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Misalnya, dalam kasus seseorang 

yang tidak mau melaksanakan sholat, lalu menurut pertimbangan hakim 

ia harus dikenakan hukuman denda sejumlah uang untuk setiap sholat 

yang ditinggalkannya. Hukuman ini ditetapkan oleh Hakim, karena 

menurut pertimbangannya, jika hukuman lain bersifat jasmani dan rohani, 

tidak akan tercapai tujuan hukumannya itu.47 

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Imam Sh>afi’i>, 

Imam Abu Hanifah serta ulama sebagian mazhab Ma>liki berpendapat 

bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana 

                                                 
45 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1772. 
46 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1774. 
47 Ibid, 1775. 
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ta’zir. Alasan mereka adalah  bahwa hukuman denda berlaku di awal 

Islam telah dinaskhkan oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan: 

  ليَْسَ فىِ الْمَالِ حَقًّ سَوْنَ الزَّكَاةِ 
Artinya:”Dalam harta seseorang tidak ada hak orang lain, selain zakat” 

(HR. Ibnu Majah)48 
 
Dalam al-Qur’an surat (Q.S al-Baqarah: 188) Allah SWT menegaskan 

sebagai berikut: 

Ÿωuρ (# þθè= ä. ù's? Ν ä3s9≡uθ øΒr& Νä3oΨ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ (#θä9 ô‰è?uρ !$yγ Î/ ’n< Î) ÏΘ$¤6çtø: $# (#θ è=à2 ù'tGÏ9 $Z)ƒ Ìsù ô⎯ ÏiΒ 

ÉΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# ÉΟ øOM} $$Î/ óΟ çFΡr&uρ tβθ ßϑn= ÷ès?    

Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 
mengetahui.”49 

 
Menurut mereka campur tangan hakim dalam soal harta 

seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan 

tindak pidana ta’zir, termasuk ke dalam larangan Allah SWT seperti yang 

tersirat dalam ayat diatas, karena dasar hukum terhadap hukuman denda 

tidak ada. 

Menurut ulama mazhab Hanbali, mazhab Sh>afi’i> termasuk Ibnu 

Taimiyah berbeda pendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan 

hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta’zir, apabila menurut 

pertimbangannya hukuman denda itula yang tepat diterapkan kepada 

                                                 
48 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah 2, (Beirut: Dar al- fikr, Tt), 
156.  
49 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 30. 
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50 
 

pelkau pidana sehingga menimbulkan efek jera atau edukatif agar tidak 

mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnnya. 

Adapun dalam kaffarat sumpah yaitu barang siapa melanggar 

sumpah, baik sumpah gamus (sumpah palsu), ataupun lainnya, maka ia 

wajib membayar kaffarat (denda). Sedangkan kaffarat nazar yaitu apabila 

sesuatu yang digantungkan benar-benar terjadi, maka penadzar wajib 

menunaikan apa yang ia nadzar kan atau wajib atas dirinya dengan 

mambayar kaffarat sumapah.50 

Akad yang merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul yang 

dibenarkan secara syara’ yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak, 

para fuqaha memakai juga lafaz akad untuk sumpah, untuk ‘ahd 

(perjanjian) dan untuk suatu persetujuan dalam urusan muamalah.51 

Sumpah ialah ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara 

(urusan) yang masih diragukan kebenarannya, dengan menyebut nama 

Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang 

diperiksa maupun dalam perkara yang akan segera diperiksa atau yang 

akan datang, dengan tujuan untuk menolak atau menguatkan tuduhan atau 

guagatan.52 

Hukum menunaikan sumpah ialah bahwa penunaian itu 

melepaskan si pengucap sumpah dari pertanggung jawaban sumpahnya. 

                                                 
50  Mustafa al-Khin, Fiqih Syafii Sistematis, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 158. 
51 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Semarang: Toha Putra, 
1995), 26. 
52 Mustafa al-Khin, Fiqih Syafii Sistematis, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 176. 
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Adapun hukum melanggar sumpah ialah bergantung pada dua keadaan, 

yang masing-masing ada hukumannya sendiri-sendiri, yaitu: 

1. Bila pelanggar sumpah itu berupa tidak terwujudnya apa yang 

menjadi kewajiban si pengucap di karenakan sumpahnya maka si 

pelanggar sumpah itu wajib membayar kaffarat. 

2. Bila pelanggar sumpah itu berupa kedustaan dalam pemberitaan, 

yakni pemberitaan yang ditolak kecuali setelah dikuatkan dengan 

sumpah. Sumpah ini disebut al-Yaminul gamus, dan si pelanggar akan 

mendapat hukuman besar dari Allah SWT disamping itu ia juga wajib 

membayar kaffarat atau denda. 

Adapun dasar hukum kaffarat sumpah ialah firman Allah SWT, 

dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 89 yang berbunyi: 

Ÿω ãΝä. ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9 $$Î/ þ’Îû öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒr& ⎯ Å3≈ s9 uρ Νà2 ä‹Ï{#xσ ãƒ $yϑÎ/ ãΝ›?‰ ¤)tã z⎯≈ yϑ÷ƒF{$# ( 

ÿ… çμ è?t≈ ¤s3sù ãΠ$yèôÛÎ) Íο u|³ tã t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ô⎯ ÏΒ ÅÝy™ ÷ρr& $ tΒ tβθ ßϑÏèôÜè? öΝä3ŠÎ= ÷δr& ÷ρ r& óΟ ßγ è?uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ãƒ ÌøtrB 

7π t6s%u‘ ( ⎯yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$−ƒr& 4 y7 Ï9≡sŒ äο t≈ ¤x. öΝä3ÏΨ≈yϑ÷ƒr& # sŒ Î) óΟçFøn= ym 4 (# þθÝà xôm$# uρ 

öΝ ä3oΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 y7Ï9≡x‹x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# öΝä3s9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3ª= yès9 tβρãä3ô±n@    

 
Artinya:”Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 

yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum 
kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka 
kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh 
orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan 
kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup 
melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga 
hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila 
kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. 
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Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya 
agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”53 

 

 

 

                                                 
53 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan..., 123. 


